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ABSTRAK

Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan
sclaly berusaha memiliki dan mengussainya. Adanya hal tersebut dapat
menimbulkan sustu senghketa tanah di dalam masvarakat, Salah satu hak vang
dapat dipunyai sescorang atas sebidang tanah adalah hak milik atas tanah. Untuk
memperoleh kepastian dan jaminan hukum atas tansh hak milik perlu di
daflarkan. Pendaftaran merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hak atas
tanah serta sahnya peraliban dan pembebanan hak tersebut. Pendaftaran tanah
tersebut dilakukan pada Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintab
vang memilitki fungsi dan tugas di bidang pertanahan, Mengingat ketentuan-
ketentuan yang mengatur tentang peran Badan Pertanaban MNasional dalam
penyvelesaian senghketa hak milik atas tanah maka penulisan skripsi ini mengacu
pada: UUPA, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaran Tanah, PP No. 10
Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan MNasional, Perajuran Kepala Badan
Pertanahan Masional No.3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pertanahan Masional serta Keputusan, Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 34
Tahun 2007 tentang Petrunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah
Pertanahan, Dalam penulisan skripsi ind penulis merumuskan tiga hal pokok
permasalahan, vaitu: (1) Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, (2)
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinys sengketa hak milik atas tanah (3)
Peran Badan Pertanahan Masional Kota Padang dalam penyelesaian sngketa hak
milik atas tanah. Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian
yang dilakukan terhadap permasslahan denpan memperhatikan porma-nonma
hukum yang berlaku dihubungkan dengan pelaksanaan atau pratcknya dilapangan.
Dari hasil penelitian dilapangan, dapat di lihat bahwa: (1) Badan Pertanahan
Masional Kota Padang adalah instansi vertikal yang berada dibawah Badan
Pertanahan Nasional Pusat, dan berkedudukan di Kota Padang, Badan Pertanahan
Masional Kota Padang berada di bawsah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan Pertznahan Masional Pusat melalui Kepala Kantor Wilayeh Badan
Pertanahan Masional Sumatera Barat. (2) Faktor Penyebab Terjadinya sengketa
hak milik atas tanah di Sumatera Baral khususnya Kota Padang, lebih banyak
terkait dengan hubungan keperdataan murni, vaitu antar individe anggota kaum
atau suku. (3) Peran Badan Pertanahan MNasional Kota Padang adalah scbuah
penvelesaiaan  sengketa melalui proses mediasi yang merupakan proses
penyelesaiaan  berdasarkan  prinsip  wim-win  sefwtion  vang  diharapkan
penvelesaiaannya secara memuaskan dan dapat diterima scmua pihak. Berkenaan
dengan itu, apabila penyelesaian secara musyawarah terscbut mencapai kats
mufakat, maka harus pula disertai dengan bukti tertulis, yaitu dar surat
pemberitahuan untuk para pihak, berita acara mediasi dan selanjutnva schagai
bukti adanya perdamaian dituangkan dalam akta vang bila perlu dibuat di hadapan
notaris sehingga mempunyal kekuatan pembuktian vang kuat.
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PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Tansh merupakan kebutuhan hidup manysia rang sangal mendasar.
Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah schihgga setiop sast
manusia selaly berhubungan denpan tanah, dapat dikatakan hampir semus
kegiatan hidup manusia baik secar langsung maupun tidak langsung selalu
memerfukan tanah. Begit pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap
arang akan sefalu berusaha memiliki dan menguasainye. Dengan adanya hal
tersehus maka dapat menimbulken seaty sengheta lanah di dalam masverakat,

Tanah mempunyvai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan,
maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 avat 3 discbutkan bzhwa
Bumi dan air den kekayaan alam vang terkandung didalamnya dikuasai oleh
hegara dan dipergunakan untuk sebesar-hesar kemakmuran rakyal .Ketentuan
mengenai tanab juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indenssiz
MNomor 5 Tahun 1960 wentang Peraturan Dasar Pokok-Pakok Apgraria atag wung
biasa Kita sebut dengan ULPA

Salah satu hak vang dapat dipunyai seseorang ates sebidang anah adalah
bk milik atas tanah. Di dalam pemenuhzn kebutuhian akan tzmah, hek milik yvang
di punyai seseorang  harus mempechatikan aspek sosial, penggunaan tanah harus
di sesuaikan dengan keadsan dan sifal haknyva, memperhatikan kescimbangan
antara Kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Tetapi sebagai akibat dari

meningkatya kebutuhan akan tanah sering menyebabkan suatu persengketaan



klaim terhadap hak milik atas ranah sehingpa menimbulkan sebush proses
Hukum.

Timbulnys sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuaty pihak
(orangfhadan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik
techadap status tanah, prieritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat
memperoleh penyelesaian secarn administrasi sesuai denpan ketenluan yang
berlaku,

Badan Pertanahan Masional sebagai sebuah lemboga Nepara vang di
pimpin langsung aleh menteri Negara apraria merupakan  sebuah  institus
pemerintah vang memiliki kewenangan umuok memberikan hak atas wnsh secars
mdividual otau kelektif serta pembatalan putesan pemberian hak tersebut, tentu
memiliki perznan yang sangat strategis dan penting dalam memberikan jaminan
dan kepastian hukum kepada para pemegane hak atas tanah, sslain i juga
memiliki kewenangan terhadap urosan pertanahan di [ndonesia.

Hak milik atas tanah adzlah hak wrun-temuorun, terkuat dan terpenuh vang
dapat di punyai seseorang atas tanch, hak milik aws tanah dapat beralih dan
dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena ity unuk memperaleh kepastian dan
jeminan hukum-ztas tanah, hak milik perbe untok di dafarkan, Demikian pula
dengan setinp peralihan, hapusnya den pembebanannya dengan hak-hak lain harus
di dafltarkan. Pendaftaran merupakon alat pembukiian yang kuat mengenai

hapusnya hak milik sera sahnya peralibkan dan pembebanan hak tersebur.
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HBaden Pertanahan Masional Kota Padang adalah instansi vertikal vang
herade dibawsh Badan Pertanahan Nasional Pusat, dan berkedudukan di
kota Padang, Hal tersebut atas dasar Pasal 29 ayat (1) Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Masional Moo 4 Tehen 2006 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Badzn Pertanahan Mosionzl Dan Kantor
Pertanahan.

Badan Pertanahan  Nasional Kota  Padang  berkewensngan  untuk
melaksanakan sebagian tugas dan fuﬁgsi Badan Pertanahan MNasional
Republik Indonesia di Kot Padang, hal tersebut sesvai dengan Pasal 30
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Masional No. 4 Tahun 2006 tentang
Orrganisasi dan Tata Kerja Kantor Wilavah Badan Pertanzhan Nasional
Dan Kantor Pertanahon

sengketa kak milik stas tanzh yang timbul karena adanya perbedaan nilai,
kepentingan, pendapat atan persepsi antara crang perorarangan dan ataw
badan hukum mengenai status penguasaan hak milik ztas anah di Kot
Padang pada umumnyi vang menjadi sumber sengketa lebih banyak
werkail dengan hubungan Keperdataan murni, vaitu antar individu engpota

Eaum atau sk,
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